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BUPATI S1MEULUE

PR0V1NS1ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE

NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING TERINTEGRASI

DI KABUPATEN SIMEULUE

BISM9LLAHIRRAHMANIRRAH1M
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAG1 MAHA PENYAYANG

ATAS RAIIMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Mcnimbang : a. bahwa stunting merupakan masalah kesehatan yang dapat

mcnurunkan kualitas sumber daya manusia sehingga bcrpotensi

mcnjadi ckses terhambatnya pencapaian pembangunan nasional

dan dacrah;

b. bahwa prevalensi stunting dan masalah gizi lainnya di Kabupaten

Simeulue masih tinggi dan berada di atas rata-rata provinsi dan

nasional, sehingga perlu dilakukan intervensi pencegahan dan

pcnanganan secara komprehensif dan terintegrasi oleh unsur

Peinerinlah, Pemerintali Daeiali, Penierintali Desa, Lembaga/

Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi, Masyarakat scrta

pemangku kepentingan terkait lainnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan buruf b, perlu meneiapkan Peraturan Bupati tentang

Pencegahan dan Pcnanganan Stunting Terintegrasi di Kabupaten

Simeulue.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3897);

2. Undang-Undang Nomor 11Tahun 2006 tentang PemerintahanAceh

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,

Tambahan Lembaran Negara 4633);

3. Undang-Undang.../2
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3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2000 tentang Kesehatan

(Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144,

Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5063;;

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran

Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Ptmenntahan

Daerah (Lembaran Negara RepuPblik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pen:erintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan,

Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4424);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemfcerian Air

Susu Ibu Ekslusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

5291);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan

Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

60);

9. Peraturan PresidenNomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional

Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5248);

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan

Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 168);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi

Total Bcrbasi Masyarakat (Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun

2014 Nomor 193);

13. Peraturan.../3
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13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya

PerbaikanGizi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor

967);

14. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran

Daerah Aceh Tahun 2010 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah

Aceh Nomor 30);

15. Peraturan Gubemur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang

Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Aceh (Berita

Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 11);

16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 36 Tahun 2020 tetang Pedoman

Pelaksanaan Gerakan Masvarakat Hidup Sehat di Aceh (Berita

Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 34);

17. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana

PembangunanJangka Menengah Kabupaten Simeulue Tahun 2017-

2022 (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2018 Nomor 44).

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

STUNTING TERINTEGRASI DI KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.

2. PemerintahKabupatenadalahBupatisebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahanyang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Simeulue.

4. Organisasi Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dengan dibantu perangkat

desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Stunting..,/4
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7. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia dibavvah

5 tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infcksi berulang

terutama pada periode 1000 Hari Pertama Kchidupan (HPK) yaitu

dari janin hingga anak berusia < 24 bulan;

8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD

adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupaten Simeulue dalam penyelcnggaraan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Simeulue.

9. Stakeholders adalah segenap pihak yang terkait dcngan isu dan

permasalahan yang dapat mempengaruhi dan atau terpengaruh

terhadap aktivitas layanan terkait upaya pcncegahan dan

penanganan stunting.

10. Intervensi gizi spesifik merupakan kegiatan yang langsung

mengatasi teijadinya stunting seperti asupan makanan,

infeksi, status gizi ibu, penyakit mcnular, dan kesehatan

lingkungan, intervensi spesifik ini umumnya diberikan oleh

sektor kesehatan.

11. Intervensi Gizi Sensitif merupakan kegiatan tidak langsung

dalam mengatasi penyebab teijadinya stunting yang

mencakup peningkatan akses pangan bergizi, peningkatan

kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan

anak, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan

kesehatan dan peningkatan air bersih dan sarana sanitasi.

BAB 11

MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati iniadalah sebagai:

a. panduan dalam melaksanakan intervensi terintegrasi untuk

penurunan stunting mulai dari percncanaan, pelaksanaan,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan;

b. pedoman intervensi penurunan stunting terintegrasi melalui

peningkatan mutu gizi perseorangan, keluarga dan

masvarakat serta strategi komunikasi perubahan perilaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. meningkatkan pemahaman seluruh stakeholders terkait dan

masyarakat dalam peran sertanya untuk pencegahan dan

penanganan stunting terintegrasi;

b. Mengintegrasikan.../5
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b. mengintegrasikan dan menyelaraskan programatau kcgiatnn tcrkait

pencegahan dan penanganan stunting secara terpadu untuk

dilaksanakan dengan terinci dan jelas untuk membangun sincrgi,

integrasi serta koordinasi yang baik;

c. meningkatkan komitmen stakeholders mulai dari perencanaan,

implementasi, pemantauan dan evaluasi atas pclaksanaan bidang

tugas masing-masing untuk Aceh Bebas Stunting Tahun 2022;

d. mengoptimalkan peranTim Koordinasi Pencegahandan Penanganan

Stunting Terintegrasi Kabupaten Simeulue;

e. menjadi panduan dalam menyusun Rencana Aksi Daerah untuk

Penurunan Stunting Terintegrasi.

Pasal 4

Azas-azas pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi adalah:

a. cepat dan tepat; dalam upaya penurunan stunting Organisasi

Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait harus bertindak

sesuai prosedur, cepat waktu dan tepat sasaran;

b. penguatan kelembagaan dan kerja sama; dalam upaya

penurunan stunting tidak hanya dilakukan secara sektoral,

tetapi membutuhkan dukungan sektor dan program lain;

c. transparansi; dalam segala hal yang berhubungan dengan

penurunan stunting harus dilakukan secara terbuka;

d. peka budaya; dalam segala hal yang berhubungan dengan

penurunan stunting memperhatikan sosial budaya; dan

e. akuntabilitas; dalam segala hal yang berhubungan dengan

penurunan stunting harus dapat dipertanggungjawabkan.

BAB 111

RUANG L1NGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini, meliputi;

a. konvergensi dan integrasi program pencegahan dan penanganan

stunting terintegrasi;

b. pengintegrasian intervensi gizi spesifik dan sensitif;

c. peran lintas sektor/ Organisasi Perangkat Daerah, dan Pemcrintah

Desa dalam pencegahan dan penanganan stunting] dan

d. komunikasi perubahan perilaku dalam pencegahan dan penanganan

stunting.

BAB IV.../6

Dipindai dengan CamScanner



6

BAB IV

PELAKSANAAN INTERVENSI

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING TERINTEGRASI

Pasal 6

Pelaksanaan intervensi pcncegahan dan pcnanganan stunting

tcrintegrasi di Kabupalen Simeulue dilakukan mclalui:

a. Pelaksanaan Intervensi Gizi Spesiilk dan Intervensi Gizi Sensitif;

b. Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Percepatan Pencegaiian

dan Penanganan Stunting-,

c. Pelaksanaan Program Kesehatan Berbasis Pendekatan Keluarga dan

Masyarakat;

d. Pelaksanaan Edukasi, Pelatihan, dan Penyuluhan Gizi; dan

e. Pelaksanaan Praktik Baik Pencegahan dan Penanganan Stunting.

Pasal 7

(1) Intervensi Gizi Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

huruf a, adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi

penyebab langsung teijadinya stunting seperti asupan makanan,

infeksi, gizi ibu, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan.

(2) IntervensiGizi Sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf

a, adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi penyebab

tidak langsung teijadinya stunting seperti peningkatan akses

pangan bergizi, peningkatan kesadaran, komitmen dan praktil:

pengasuhan gizi ibu dan anak, peningkatan akses dan kualitas

pelayanan gizi dan kesehatan dan peningkatan air bersih dan

sarana sanitasi.

(3) Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan dan penanganan

Stunting Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf

b adalah instrumen dalam bentuk kegiatan yang digunakan

untuk mcningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi dalam

pencegahan dan penanganan stunting.

(4) Pelaksanaan Program Kesehatan Berbasis Pendekatan Keluarga

dan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c

adalah program kesehatan yang berorientasi pada upaya

pcmbcrdaynan kapasitas masyarakat dan keluarga untuk dnpat

mengenali, menelaah dan mcngambil inisiatif untuk mcmecahkan

permnsalahan kesehatan yang ada secara mandiri.

(5) Pelaksanaan.../7
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(5) lVluksanann Kdukasi, Pclatihan, dan Pcnyuluhan Gizi

scbngaimnna diiiniksud dnlam Pasal 0 huruf d ndalah pendidikan

kcschatnn, baik melalui proses pcngalaman maupun melalui

proses pendidikan nonforinul yang penekanannya adalah untuk

merubab pcrilnku sescorang atau masyarakat kearah perubahan

yang mondorong Icrcapainya kaidnh atau norma hidup sehat.

(()) Pelaksanaan Praktik Baik Pcnccgahan dan Pcnanganan Stunting

sebagaimana dimaksud d.alam Pasal 6 huruf e adalah suatu

kegiatan yang inovatif scrta efeklif dan efisien yang

diimplcnientasikan olch suatu daerah dalam rangka

tucningkutkan eapainn basil pcnccgahan dan penanganan

stunting disuatu daerah.

Bagian Kcsatu

Intcrvcnsi Gizi Spcsifik dan lntcrvensi Gizi Sensitif

Paragraf 1

Sasaran Intcrvcnsi Gizi Spcsifik

Pasal 8

Sasaran Intcrvcnsi Gizi Spcsifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

lntruf a tcrbagi kcdalam 2 (dua) Kclompok yaitu:

a. Kclompok Sasaran 1.000 IIPK; dan

b. Kclompok Sasaran Usia Lainnya.

Pasal 9

(1) Kclompok Sasaran 1.000 HPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal

8 bumf a discbut juga sebagai Sasaran Prioritas, dan terdiri dari:

a. Ibu Mamil; dan

b. Ibu Mcnyusui dan Anak Usia 0-23 Bulan.

(2) Kclompok Sasaran Usia Lainnya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat huruf b discbut juga Sasaran Penting, terdiri dari:

a. Rcmaja Putri dan Wanita Usia Subur; dan

b. Anak Usia 24-59 Bulan.

Paragraf 2

Sasaran Intcrvcnsi Gizi Sensitif

Pasal 10

Sasaran Intcrvcnsi Gizi Sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

huruf a mcliputi:

a. Kcluarga; dan

b. Masyarakat Uinum.

Paragraf 3.../8

Dipindai dengan CamScanner



8

Panigraf 3

Kegiatan Intcrvcnsi Gizi Sposifik

Pasal 1 1

(1) Intcrvcnsi Gizi Spesiiik scbagaimana dimaksud dalam PasaJ 0

huruf a disclcnggnrnknn mclalui pelaksanaan berbagai kcglatan

discktor kcschntan yang memiliki rclevansi df:ngan pencegahari

dan pcnangnnnn stunting.

(2) Kegiatan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tcrbagi ke dalam 3

(liga) kelompok kegiatan intcrvcnsiyang tcrdiri dari:

a. Kegiatan Intcrvcnsi Prioritas;
1). Kegiatan Intcrvcnsi Pendukung; dan

c. Kegiatan Intcrvcnsi Prioritas sesuai Kondisi Tertentu.

Pasal 12

(1) Kegiatan Intervensi Prioritas sebagaimaaa dimaksud dalam PassJ

11 ayat (2) huruf a adalah kegiatan intervensi yang diidentiflkas:

memiliki dampak paling besar pada penccgahan dan penanganan

stunting dan ditujukan untuk menjangkau sasaran prioritas.

(2) Kegiatan Intervensi Pendukung sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (2) huruf b adalah kegiatan yang berdampak pada

masalah gizi dan kesehatan lain yang terkait stunting dsn

diprioritaskan setelah intervensi prioritas dilakukan.

(3) Kegiatan Intervensi Prioritas sesuai Kondisi Tertentu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c adalah kegiatan yang

diperlukan sesuai dengan kondisi tertentu.

Pasal 13

(1) Kegiatan Intervensi Prioritas dengan sasaran Ibu Hamil adalah:

a. Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil Kurang Energi

Kronik; dan

b. Pemberian Suplemen Tablet Tambah Darah.

(2) Kegiatan Intervensi Prioritas dengan sasaran Ibu Menyusui dan

Anak Usia 0-23 Bulan adalah:

a. Promosi dan Konseling Pemberian ASI Eksklusif;

b. Promosi dan Konseling Pemberian Makan Bavi dan Anak;

c. Penatalaksanaan Gizi Buruk;

d. Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan bagi Anak Gizi

Kurang; dan

c. Pemantauan dan Promosi Pertumbuhan.

(3) Kegiatan-../9
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(3) Kcgiatan Intcrvcnsi Prioritas dengan sasaran Remaja Putri dan

Wanita Usia Subur adalah Pemberian Tablet Tambah Darah.

(4) Kegiatan Intervensi Prioritas dengan sasaran Anak Usia 24-59

Bulan adalah:

a. Penatalaksanaan Gizi Buruk;

b. Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan Bagi Anak Gizi

Kurang; dan

c. Peraantauan dan Promosi Pertumbuhan.

Pasal 14

(1) Kegiatan Intervensi Pendukung dengan sasaran Ibu Hamil adalah:

a. Pemberian Suplementasi Kalsium; d.an

b. Pcmeriksaan Kehamilan.

(2) Kegiatan Intervensi Pendukung dengan sasaran Ibu Menyusui dan

Anak Usia 0-23 Bulan adalah:

a. Pemberian Suplemen Vitamin A;

b. Pemberian Suplemen Bubuk Tabur Gizi;

c. Pemberian Imunisasi;

d. Pemberian Suplemen Zinc untuk Pengobatan Diare; dan

e. Pelaksanaan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS).

(3) Kegiatan Intervensi Pendukung dengan sasaran Remaja Putri dan

Wanita Usia Subur adalah:

a. Pemberian Edukasi tentang Kesehatan Reproduksi,

Seksualitas dan Gizi; dan

b. Skrining Kesehatan Remaja Putri.

(4) Kegiatan Intervensi Pendukung dengan sasaran Anak Usia 24-59

Bulan adalah:

a. Pemberian Suplemen Vitamin A;

b. Pemberian Suplemen Bubuk Tabur Gizi;

c. Pemberian Suplemen Zinc untuk Pengobatan Diare; dan

d. Pelaksanaan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS).

Pasal 15

(1) Kegiatan Intervensi Prioritas sesuai Kondisi Tertentu dengan

sasaran Ibu Hamil adalah:

a. Perlindungan dari Tuberculosis dan Malaria; dan

b. Pencegahan HIV.

(2) Kegiatan Intervensi Prioritas sesuai Kondisi Tertentu dengan

sasaran Ibu Menyusui dan Anak Usia 0-23 Bulan adalah

Pencegahan Kecacingan.

(3) Kegiatan.../ 10

Dipindai dengan CamScanner



10

(3) Kegiatan Intervensi Prioritas sesuai Kondisi Tcrtentu dengan

sasaran Anak Usia 24-59 Bulan adalah Pencegahan Kecacingan

dan Diare.

Pasal 16

Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian hasil pencegahan dan

penganganan stunting melalui Intervensi Gizi Spesifik, dapat

dilaksanakan kegiatan yang relevan lainnya selain kegiatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Kegiatan Intervensi Gizi Sensitif

Pasal 17

Intervensi Gizi Sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a

diselenggarakan melalui pelaksanaan berbagai kegiatan di sektor

kesehatan dan diluar sektor kesehatan yang memiliki relevansi dengan

pencegahan dan penanganan stunting.

Pasal 18

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikelompokkan

kedalam 4 (empat) jenis intervensi yang terdiri dari:

a. Peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi;

b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan;

c. Peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan dan

gizi ibu dan anak; dan

d. Peningkatan akses pangan bergizi.

Pasal 19

(1) Kegiatan dengan jenis intervensi peningkatan penyediaan air

minum dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf

a mcliputi:

a. Peningkatan akses air minum yang aman; dan

b. Peningkatan akses sanitasi yang layak.

(2) Kegiatan dengan jenis intervensi peningkatan akses dan kualitas

pelayanan gizi dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

18 huruf b meliputi:

a. Peningkatan akses pelaynnan Keluarga Bercncana;

b. Peningkatan akses Jnminain Kesehatan (JKN);

c. Peningkatan.../ 11
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c. Peningkatan akses Jaminan Persalinan;

d. Pcnccgahan dan tatalaksana klinis penyakit;

e. Peningkatan akses pclayanan kesehatan jiwa bagi ibu hamil;

f. Manajemen gizi dalam bencana; dan

g. Peningkatan akses bantuan uang tunai dan jaminan sosial

untuk keluarga miskin.

(3) Kegiatan dengan jenis intervensi peningkatan kesadaran,

komitmen, dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi:

a. Penyebarluasan infromasi melalui berbagai media;

b. Penyediaan konseling perubahan pcrilaku antar pribadi;

c. Penyediaan konseling pengasuhan untuk orang tua;

d. Penyediaan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), promosi

stimulasi dan pemantauan tumbuh kembang anak;

e. Penyediaan konseling kesehatan dan rcproduksi untuk remaja;

f. Melaksanakan kursus calon pengantin berkaitan dengan

kesehatan dan gizi, madrasah dan pondok pesantren serta

mendorong pemuka agama;

g. Upaya perlindungan anak dan fasilitasi pembuatan akta

kelahiran; dan

h. Pemberdayaan masyarakat melalui penggunaan Dana Desa

untuk menunjang intervensi pencegahan dan penanganan

stunting terintegrasi.

(4) Kegiatan denganjenis intervensi peningkatan akses pangan bergizi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:

a. Peningkatan akses Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk

keluarga kurang mampu;

b. Peningkatan akses fortifikasi bahan pangan utama (garam,

tcpung terigu, dan minyak goreng);

c. Peningkatan akses kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari

(KRPL); dan

d. Penguatan regulasi mengenai labeling dan iklan pangan.

Pasal 20

Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian basil pencegahan dan

penganganan stunting melalui Intervensi Gizi Scnsitif, dapat

dilaksanakan kegiatan yang relcvan lainnya sclain kegiatan

scbagnimann dimaksud dalnm Pasal 19 sesuai dengan pcraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5.../V2
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Paragraf 5

Penyelenggaraan Kegiatan

Pasal 2 1

Penyelenggaraan kegiatan Intervensi Gizi Spesillk sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 dilaksanakan

oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.

Pasal 22

Penyelenggaraan kegiatan Intervensi Gizi Sensitif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dilaksanakan oleh Organisasi

Perangkat Daerah dengan menyesuaikan tugas pokok dan fungsi

masing-masing Organisasi Perangkat Daerah pelaksana.

Pasal 23

Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan

Pasal 22 meliputi:

a. Perencanaan;

b. Pelaksanaan;

c. Monitoring dan Evaluasi; dan

d. Pelaporan.

Pasal 24

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a,

merupakan perencanaan kegiatan oleh Organisasi Perangkat

Daerah terkaiL

(2) Perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan mempedomani tata cara dan schedule

perencanaan pembangunan daerah sesuai peraturan berlaku.

(3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b,

adalah pelaksanaan kegiatan oleh Organisasi Perangkat Daerah.

(4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

mempedomani petunjuk teknis kegiatan yang berlaku.

(5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23

huruf c, adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas

pelaksanaan kegiatan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait.

(6) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertujuan untuk mengetahui

permasalahan, kcndala, kemajuan, serta hasil dari pelaksanaan

kegiatan sehingga dapat ditcntukan rekomendasi Tindakan

selanjutnya dalam meningkatkan pencapaian hasil kegiatan.

(7) Teknis.../ 13
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(7) Teknis dan instrumen pelaksaoaan monitoring dan ' .as,

sebagaimana dimaksud ;>;«'!;» ayat (9; dieiap/an o> b 'ir/;,
Perangkat IJacrab pelaksana keglatar/.

(8) Pclaporan fiebagairnaria dimaksud dalam Pasal 28 inirnt d adn.O.n

pclaporan basil pelaksanaan kegiafan tiUh '/rganisas. (v rang/a'

Dacrah pelaksana kegjafan.

(9J Pclaporan pelaksanaan kcgjafan v.bagaimana dimaksud pada a /a*

(8) disampaikan ke Bupati.

(10) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada a/a?

disampaikan dalam dokurncn dan afau aplikasi yang dP/fapkar.

fumy/af 9

Indikator Kincrja dan Target Kincrja

Pasal 25

(lj Dalam pelaksanaan iritcrvensi pcnoegaban dan pcnanganan

stunting, difctapkan indikator kincrja dan target kincrja,

(2) Indikator kincija dan target kincrja sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) rnerupakan inafrumeri yang digunakar/ ur/tuk meny/ikur

hasfl kegiatan intervensi pcnccgahan dan pcnanganan stunting

(3) Basil pelaksanaan iritervcrisi pcnccgahan dan pcnangarian stunting

sebagaimana dimaksud pada ayat (2/ rricnjadi salah satu materi

yang di monitoring dan cvaluasi sorfa bahari pclaporan,

Pasal 29

Indikator kincija dan target kincija seliagaimaria dimaksud dalara Pasal

25, mcrujuk pada Indikator Analisis Situasi Program Penunman

Stunting Kabupatcn/ Kota yang difctapkan oleb Kementerian Iralarn

Ncgcri RIdan Rcncana Aksi Dacrah (RAD) Pcnccgahan dan Pcnanganan

Stunting Kabupatcn Sirnculuc Tahun 2021 - 2024.

Bagjan Kcdua

Pelaksanaan 8 (Dclapan) Aksi Konvcrgcnsi Perecpatan Pcnccgahan dan

Penanganan Stuntirug

Pasal 27

Pelaksanaan 8 (Dclapan) Aksi Konvcrgcnsi Perecpatori Pcnrcgahan dan

Pcnanganan Stunting sebagaimana dirnaksud dalarri Pasal 0 huruf b

rnerupakan perwujudan pelaksanaan Pilar ke-3 (fig,a) dari 3 (lima) Pilar

Stratcgi Nasiorial Pcrccpatan Pcnccgahan dan pcnanganan Stunting.

Pasal 28.../ 14
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Pasal 2S

5 (Lima) Pilar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 vaitu:

a. Komitmen dan Visi Kepemimpinan Nasionaldan Daerah:

b. Kampanye Nasional dan Komunikasi Pcmbahan Prilakn;

c. Konvcrgensi, Koordinasi, dan Konsolidasi Program Pnsat. Daerah,

dan Desa;

d. Ketahanan Pangan dan Gizi; dan

e. Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 29

(1) Pilar 1 (satu) Komitmen dan Visi Kepemimpinan Nasional dan

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a bertujuan

untuk memastikan pencegahan stunting menjadi prioritas

pemerintah dan masyarakat di semua tingkatan.

(2) Pilar 2 (dua) Kampanye Nasional dan Komunikasi Perubahan

Prilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b bertujuan

untuk meningkatkan kesadaran publik dan perubahan perilaku

masyarakat untuk mencegah stunting.

(3) Pilar 3 (tdga) Konvergensi, Koordinasi, dan Konsolidasi Program

Pusat, Daerah, dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28

huruf c. bertujuan memperkuat konvergensi melalui koordinasi dan

konsolidasi program dan kegiatan pusat, daerah, dan desa.

(4) Pilar 4 (empat) Ketahanan Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 28 huruf d bertujuan untuk meningkatkan akses

terhadap makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan.

(5) Pilar 5 (lima) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 28 huruf e bertujuan meningkatkan pemantauan dan

evaluasi sebagai dasar memastikan pemberian layanan bermutu,

peningkatan akuntabilitas, dan percepatan pembelajaran.

Pasal 30

Pelaksanaan (8) Delapan Aksi Konvergensi Percepatan Pencegahan dan

penanganan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dibagi
kedalam 3 (tiga) Kelompok Aksi yaitu:

a. Perencanaan dan Penganggaran;

b. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan

c. Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 31

(1) Kelompok Aksi Perencanaan dan Penganggaraan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, terdiri dari:

a. Analisis.../15
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a. Analisis Situasi Program Pcncegahandan Pcnanganan Stunting

(Aksi 1);

b. Penyusunan Rencana Kcgiatan (Aksi 2); dan

c. Rcmbuk Stunting (Aksi 3).

(2) Kclompok Aksi Pcmbcrdayaan Masyarakat dan Dcsa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, tcrdiri dari:

a. Penyusunan Pcraturan Bupati tcntang Kcvvcnangan Dcsa (Aksi

4); dan

b. Pembinaan Kadcr Pembangunan Manusia (Aksi 5).

(3) Kclompok Aksi Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 30 huruf c, tcrdiri dari:

a. Sistcin Manajemen Data Stunting (Aksi 6);

b. Pengukuran dan Publikasi Stunting (Aksi 7); dan

c. Review Kineija Tahunan (Aksi 8).

Pasal 32

Tcknis, instrument, penanggung jawab, dan hal lainnya terkait

Pelaksanaan 8 (Dclapan) Aksi Konvergensi Percepatan Pcncegahan dan

Pcnanganan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31

sepenuhnya mempedomani Pctunjuk Teknis Pelaksanaan Intervcnsi

Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/ Kota

yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Ncgeri Rl.

Bagian Ketiga

Intervensi Stunting Berbasis Pendekatan Keluarga dan Masyarakat

Pasal 33

Intervensi Stunting Berbasis Pendekatan Keluarga dan Masyarakat

sebagaimana dimakud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan mclalui:

a. Strategi dan Metode Komunikasi Perubahan Perilaku;

b. Peningkatan Kemandirian Keluarga;

c. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

d. Gerakan Seribu Hari Pertama Kelahiran; dan

e. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dan Stunting.

Paragraf 1

Strategi dan Metode Komunikasi Perubahan Perilaku

Pasal 34

Elemen-elemen penting strategi perubahan perilaku meliputi:

a. Analisis situasi;

b. Penentuan kelompok sasaran;

c. Penyusunan.../ 16
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c. Penyusunan struktur dan dimcnsi pesan kunci;

d. Pengembangan pcndekalan komunikasi yang dipcrlukan;

e. Pengelolaan sarana atau perangkat saluran komunikasi.

Pasal 35

(1) Analisis situasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a

terdiri dari:

a. analisa kependudukan/demografi;

b. analisa status kesehatan;

c. analisa pelayanan/ upaya kesehatan.

(2) Penentuan kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 34 huruf b terdiri dari:

a. Kelompok Primer merupakan kelompok yang tergabung dalam

rumah tangga dengan 1000 HPK dan tenaga kesehatan serta

kaderyang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, anak usia 0-23

bulan, anak usia 24-59 bulan, tenaga kesehatan (bidan,

promkes, sanitarian, tenaga gizi, dokter, perawat), dan kader;

b. Kelompok Sekunder merupakan kelompok yang berpotensi

untuk melahirkan, mencegah, dan mengoreksi anak stunting

di masa mendatang dan kelompok penyedia layanan

kesehatan yang meliputi wanita usia subur, remaja,

lingkungan pengasuh anak terdekat (kakek, nenek, ayah),

pemuka masyarakat, pemuka agama, danjejaring sosial (PKK,

grup pengajian, dan lain-lain);

c. Kelompok Tersier merupakan pihak-pihak yang terlibat

sebagai lingkungan pendukung bagi upaya penurunan

stunting yang meliputi pcngambil kebijakan, Organisasi

Perangkat Daerah, dunia usaha dan media massa.

(3) Penyusunan struktur dan dimensi pesan kunci sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 huruf c yaitu pesan yang disampaikan

kepada kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal

pada huruf b, dan sesuai dengan permasalahan.

(4) Pengembangan pendekatan komunikasi yang diperlukan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, dilaksanakan

melalui:

a. kampanye publik melalui media massa/ sosial media dengan

sasaran kelompok primer, kelompok sekunder, dan kelompok

tersier;

b. advokasi kebijakan lingkungan, sosial, dan politik dengan

sasaran kelompok tersier,

c. Mobilisasi.../ 17

Dipindai dengan CamScanner



17

c. mobilisasi sosial melaluiorganisasi dengan sasaran kelompok

tersier;

d. komunikasi perubahan sosial melalui masyarakat, media

massa, dan sosial media dengan sasaran kelompok primer,

kelompok sckunder dan kelompok tersier; dan

e. komunikasi perubahan perilaku melalui komunikasi individu,

Komunikasi Antar Pribadi (KAP), dan media massa/ sosial

media dengan sasaran kelompok primer, kelompok sekunder

dan kelompok tersier.

(5) Pengelolaan sarana atau perangkat saluran komunikasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c merupakan

sarana atau perangkat komunikasi yang digunakan untuk

menyampaikan pesan-pesan kepada kelompok sasaran pada:

a. pertemuan tatap muka; dan

b. pertemuan menggunakan medium perantara.

(6) Pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

huruf a, dilaksanakan melalui forum pertemuan, pertemuan

koalisi, pemberian konseling antar pribadi, sosialisasi, edukasi

kelompok besar hingga kecil, rembuk stunting, rapat koordinasi,

dan sebagainya.

(7) Pertemuan menggunakan medium perantara sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdiri dari;

a. Paid Media yaitu informasi yang disebarluaskan dengan cara

membayar slot dari media terpilih (media cetak, media

broadcast, dan media digital);

b. Owned Media yaitu saluran informasi yang dikelola oleh

aset milik institusi tertentu (situs inslitusi, media

sosial tokoh-tokoh berpengaruh, video yang diunggah di

youtube);

c. Earned Media yaitu informasi yang dipublikasikan dari cara

kehumasan atau public relations (peliputan sebuah kegiatan

bersama media,wawancara tokoh tertentu, penulisandikolom

opini, dan sebagainya).

Pasal 36

Strategi dan metode komunikasi perubahan perilaku, mencakup:

a. kampanye perubahan perilaku bagi masyarakat umum yang

konsisten dan berkelanjutan sehingga pesan yang disampaikan

tcpat sasaran sesuai dengan kearifan lokal budaya masyarakat;

b. Komunikasi.../ 18
I

Dipindai dengan CamScanner



18

b. komunikasiantar pribadi sesuai dengan konteks sasaran, sehingga

pcsan yang disampaikan pada sasaran langsung seperti pada

kelompok posyandu, kunjungan rumah, konseling pernikaham

konseling reproduksi remaja;

c. pembcrdayaan masyarakat ditujukan untuk menciptakan

kcsadaran, kemauan, serta kemampuan individu, keluarga dan

kelompok masyarakat dalam rangka meningkatkan kepedulian dan

peran aktif di berbagai upaya kesehatan;

d. advokasi pada pengambil kebijakan di Kabupaten, Kecamatan. dam

Desa sehingga dapat mendukung Intervensi Pencegahan dan

Penanganan stunting terintegrasi di Kabupaten Simeulue;

e. melakukan pendekatan serta menjalin kemitraan dengan tokoh

masyarakat, organisasi kemasyarakatan, orgariisasi profesi, lintas

sektor, swasta/ dunia usaha serta kelompok potensial lainya untuk

mendukung penurunan stunting; dan

f. mengembangkan dan menggunakan berbagai jenis media

Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) yang mendukung

percepatan penurunan stunting.

Paragraf 2

Peningkatan Kemandirian Keluarga

Pasal 37

(1) Dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting dilakukan

strategi edukasi kesehatan gizi dan pengasuhan melalui

peningkatan kemandirian keluarga.

(2) Strategi edukasi kesehatan, gizi, dan pengasuhan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan

preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan

masyarakat serta menyentuh sasaran paling utamayaitu keluarga.

(3) Peningkatan kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga

untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri

yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan community provider,

secara berkala, kontinyu dan terintergrasi.

(4) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilihat dari berbagai indikator yang meliputi:

a. keluarga sasaran menyadari pentingnya kesehatan dan gizi;

b. tingkat keluarga mampu mengidentiflkasi setiap masalah

kesehatan, gizi, tumbuh kembang, serta menstimulasi anak;

c. Tingkat.../ 19
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c. tingkat keluarga mengetahui apa yang harus dilakukan untuk

mcningkatkan kesehatan, gizi, dan tumbuh kcmbang anak;

d. tingkat keluarga memanfaatkan dan berupaya mcngakses

pelayanan kesehatan dan pengasuhan yang disediakan; dan

e. tingkat keluarga mengetahui penganekaragaman konsumsi

pangan untuk mcningkatkan kualitas kesehatan.

(5) Untuk mengukur peningkatan kemandirian keluarga sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat

Daerah yang membidangi kesehatan.

Paragraf 3

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Pasal 38

(1) Dalam upaya mempercepat pencegahan dan penanganan stunting

dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat.

(2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya

promotif dan preventdf masalah stunting serta meningkatkan

produktivitas masyarakat.

(3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. peningkatan aktivitas fisik;

b. peningkatan perilaku hidup sehat;

c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;

d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;

e. peningkatan kualitas lingkungan; dan

f. peningkatan edukasi hidup sehat.

(4) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dikampanyekan oleh scluruh Organisasi Perangkat Daerah

yang membidangi kesehatan dan Organisasi Perangkat Daerah

terkait lainnya guna pencegahan dan penanganan stunting.

Paragraf 4

Gerakan Scribu Hari Pertama Kchidupan

Pasal 39

(1) Gerakan Seribu llari Pertama Kchidupan mcrupakan komitmen

bersama antara Pcmcrintah Knbupatcn dan masyarnknt scbagai

gerakan partisipasi untuk percepatan pencegahan dan

penanganan stunting.

(2) Gerakan.../20
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(2) Gerakan sebngnimann dimaksud pada ayat (1) melalui

pcnggalangan partisipasi dan kepcdulian para pernangku

kcpcnlingan secnrn torcncana, tcrkoordinasi dan terintcgrasi

tcrliadap kcbuUthan gizi serta stimulasi janin maupun bayi pada

scrihu liari pertains kehidupannya,

(3) Gcrakon scl)agaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalarn

bentuk nntara lain:

a. pcnandutangun pakla intcgritas oleh Pcmerintah Kabupatcn

dan ntasynrakal serin stakeholder tcrkait lairinya scbagai

gerakan partisipasi pcnccgahan dan penanganan stunting-,

b. perlemuan koordinasi lintas sektor sccara rutin untuk

inengintegrasikan dan menyclaraskan program sccara terpadu;

c. komunikasi,edukasi dan pemberian informasi formil/ informil;

d. sosialisasi dan kampanyc yang lx:rfokus pada perubahan

perilaku melului berbagai media informasi;

e. pemberian penghargaan bagi masyarakat, media, lernbaga, dan

inslitusi peduli pcnccgahan dan penanganan stunting; dan

f. pemantauan dan evaluasi program terintcgrasi.

(4) Gerakan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan

olch Orgnnisasi Pcrangkal Dacrah yang membidangi Kesehatan.

Paragraf 5

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dan Stunting

Pasal 40

(1) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dan Stunting adalah

merupakan pendekatanprogram sanitasi dengan metodc pemicuan

untuk menumbuhkan kebutuhan masyarakat untuk

mcnyclcsaikan pcrmasalahan sanitasi yang dihadapinya dan

berkontribusi mencegah stunting dalam waktu yang sama.

(2) Pendekatan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan

mendorong terwujudnya perubahan perilaku 8 (dclapan) pilar

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dan Stuntingyaitu:

a. Slop Buang Air Besar Scmbarangan (SBS);

b. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS);

c. Pengelolaan Air Minum dan Makanan RT (PAMMRT);

d. Pcngclolaa Sampah Rumah Tangga (PSRTJ;

c. Pengelolaan Limbah Cair Ruah Tangga (PIÿCRTj;

f. Pemantauan Pertumbuhan;

g. Pemberian Makan Bayi dan Anak, dan Gizi ibu hamil;

h. Kcgiatan pendukung lainnya.

(3) Pendekatan.../21
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(3) Pendekatan sebagaimana dimnksud padn ayat (1) tcrdiri dari 4

tahapan yaitu pra-pemicuan, pemicuan, pasca pcmicuan, dan

deklarasi pilar Sanitasi Total Bcrbasis Masyarakat dan Stunting.

(4) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan
oleh Organisasi Perangkat Dacrahyang membidangi kcschatan dan

jajarannya liingga Puskesmas dan lintas sektor tcrkait lainnya.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Edukasi Gizi, Pelatihan Gizi, dan Pcnyuluhan Gizi

Paragraf 1

Edukasi Gizi

Pasal 4 1

(1) Edukasi gizi diselenggarakan dalam upaya mcnciptakan

pemahaman yang sama tentang hal-hal yang terkait dcngan gizi.

(2) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mcliputi:

a. pengertian gizi;

b. masalah gizi;

c. faktor-faktor yang mempengaruhi masalah gizi; dan

d. praktik-praktik baik dan bcnar untuk mempcrbaiki gizi.

(3) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan

secara periodik oleh Organisasi Perangkat Dacrah yang

membidangi kesehatan.

Paragraf 2

Pelatihan Gizi

Pasal 42

(1) Pelatihan gizi diselenggarakan dalam upaya peningkatan

pengetahuan dan keterampilan Petugas Gizi dan masyarakat

untuk pencegahan dan penanganan stunting berkualitas.

(2) Pelatihan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Dacrah yang

membidangi kesehatan serta stakeholder yang terkait lainnya.

Paragraf 3

Penyuluhan Gizi

Pasal 43

(1) Penyuluhan gizi kepada masyarakat dalam upaya pencegahan dan

penanganan stunting diselenggarakan di dalam dan di luar gcdung.

(2) Penyuluhan.../22
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(2) Pcnyuhllmngizi di dalam gedung sebagninmnn dimaksud pada aval

(1) dilakukan mclalui konselinggizi di Pusat Kesohatan Masyarakat

dan fasilitas pelayunan kesehnlan lainnya scbagai banian dari

upava kesehnlan pcmrnugan.

(3) Penyuluhnn gizi di luar gedung scbauaiaiana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan di l'os PelayunanTerpudu dan perlcmunn-perteinunn

kelompok masyarakat.

Bagian Kclinia

Polaksanaan Praktok Baik Pcnccgahan dan Pcnangauan Stunting

Pasal 4-1

Pclaksanaan Praktck I3aik Pcnocgaban dan Ponanganan SUmting

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 0 hun.il' d adalah Gcrakan Malimo

Anak Siknndong atau yang selanjutnyn discbut Ma Andong.

Pasal 45

Gcrakan Ma Andong scbagaimana dimaksud dalam Pasal 44 adalah

gerakan pcnccgahan dan pcnangauan stunting mclalui pcnguatan

kualitas pengasuhan anak mclalui peningkatnn pcngctabuan pola

pcngasuhan ditingkat rurnah tangga.

Pasal 40

Sasaran dalam Gcrakan Ma Andung scbagaimann dimaksud dalam

Pasal 45 adalah:

a. Wanita Usia Subur;

b. IbuHamil;

c. Ibu Mcnyusui;

d. Ibu dengan Bnlila;

c. Suami; dan Pcngasuh.

Pasal 47

Kcgiatan dalam Gcrakan Ma Andung scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 adalah:

a. Pcningkatan Pcngctabuan Pengasuhan Anak;

b. Pcmbinaan Kcluarga Balita dan Anak;

c. Peningkatan Layanan Pengasuhan;

d. Pcningkatan Pcmbcrdayaan Pcngctabuan Kader Kcscbatan Gizi;

c. Pcnycdiaan Pcralatan dnn Bahan Pcndukung; dan
f. Penyuluhnn Anak;
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Pasal 48

(1) Peningkatan Pengctahuan Pcngasuhan Anak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 47 liumf a merupakan kegiatan yang

ditujukan untuk meningkatkan pemahaman kcluarga dan

pongasuh tentang tahapan tumbuh kcmbang anak serta stimulasi

yang dapat dilakukan oleh keluarga/ pcngasuh untuk mcndorong

tumbuh kembang anak sccara maksimal mclalui pctnbinaan

keluarga balita dan anak, khususnya keluarga 1000 HPK.

(2) Pembinaan Keluarga Balita dan Anak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 47 huruf b, merupakan kcgialan yang dilakukan mclalui

peningkatan kapasitas keluarga dalam upaya untuk meningkatan

kualitas tumbuh kcmbang anak dengan pcmbcrian akscs informasi,

pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan praktck pengasuhan,

perkembangan dan stimulasi anak.

(3) Peningkatan Layanan Pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 47 huruf c, merupakan kegiatan yang bcrtujuan memantau

perkembangan anak yang dilakukan mclalui edukasi, konscling,

dan praktek stimulasi kepada keluarga, pcngasuh yang dilakukan

di Pos Pelayanan Terpadu/ Bina Keluarga Balita/ Pendidikan Anak

Usia Dini/ Pembinaan Kescjahteraan Keluarga oleh kader terlatih

dengan didukung peralatan pendukung stimulasi berbasis lokal.

(4) Peningkatan Pemberdavaan dan Pengetahuan Kader Kcsehatan Gizi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d, merupakan

kegiatan yang bcrtujuan meningkatkan kapasitas Kader Kesehatan

Gizi baik ditingkat kabupatcn, puskesmas, dan desa mclalui

pelatihan, pemantauan, dan bentuk pendampingan lainnya secant

berkala dan betjenjang untuk meningkatkan kapasitas kader dalam

mcmbcrikan layanan konseling dan edukasi di kcluarga.

(5) Pcnyediaan Peralatan dan Bahan Pendukung sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 47 huruf e merupakan bahan dan peralatan

yang mendukung pclaksanaan kegiatan pencegahan dan
penanganan stunting dan dapat disediakan untuk kclompok yang
menyediakan layanan pengasuhan (Pos Pelayanan Terpadu/ Bina
Keluarga Balita/ Pendidikan Anak Usia Dini/ Pembinaan
Kescjahteraan Keluarga).

(6) Penyuluhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f

merupakan kegiatan mengenai pengasuhan anak, termasuk
stimulasi dan tumbuh kembang anak dapat dilakukan untuk
masyarakat umum dalam pertemuan kelompok masyarakat
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Pasal 49

Untuk incningkatkan efektifitas capaian, Gcrakan Ma Andung dapat

dipadukan dcngan gcrakan/ program/ kcgiatan lainnya rang

bcrkait.m dcngan penccgahan dan pcnangan stunting baik ditingkat

kabupatcn atau pun ditingkat desa.

Pasal 50

Konscp yang lebih tcrinci tcrkait pclaksanaan Gcrakan Ma Andung

dikoordinasikan olch Organisasi Perangkat Dacrah yang mcmbidangi

kcschntan bersama dcngan Organisasi Perangkat Dacrah dan

stakeholder lainnya yang tcrkait dcngan penccgahan dan penanganan

stunting.

BAB V

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING DITINGKAT DESA

Pasal 5 1

Penccgahan dan penanganan stunting ditingkat desa diselenggarakan

olch Pemerintah Dcsa.

Pasal 52

(1) Pemerintah Dcsa berwenang dan bertanggungjawab dalam

penccgahan dan penanganan stunting dcngan menyelenggarakan

pelayanan publik pada sektor kesehatan yang berskala desa

mclalui sincrgitas dcngan melibatkan sektor penyedia lavanan.

(2) Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab

scbagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa dapat

melaksanakan intcrvensi gizi spesifik dan sensitif tcrkait

penccgahan dan pcnangan stunting mclalui kegiatan-kegiatanyang

scsuai dcngan kewenangan hak asal usul dan kewenangan

berskala lokal desa.

Pasal 53

Kcgiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) diantaranya:

a. Pembentukan Rumoh Gizi Gampong (RGG);

b. Pengangkatan Kader Kesehatan Masyarakat Desa;

c. Pcnyelenggaraan 5 (lima) Paket Lavanan Penccgahan Stunting;

d. Penyelenggaraan Rembuk Stunting',

e. Pencatatan dan Pelaporan Stunting melalui Aplikasi Digital; dan

f. Kegiatan lainnya sesuai dengan Kewenangan Dcsa.
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Pasal 54

(1) Ruraah Gizi Gampong (RGG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal

53 huruf a adalah model penanganan dan pcnccgahan stunting

sccara terpadu dan terintegrasi mclalui pendekatan pcmbcrdayaan

kcluarga dan masyarakat di level gampong dengan ruang lingkup

kegiatan spesifik dan sensitif dengan fokus utama pada 3 (tiga)

aspek yaitu (1) pclayanan gizi pada kelompok resiko (PMT-lokal,

suplementasi, dan bentuk pclayanan gizi lainnya), (2) cdukasi dan

peningkatan kapasitas keluarga dan masyarakat, (3) penguatan

kctahanan pangan kcluarga, pcmbcrdayaan kcluarga dan pcrilaku

hidup bersih dan scbat/ PHBS, dan kegiatan lainnya scsuai

kondisi dan pcrmasalaban di gampong;

(2) Kader Keschatan Masyarakat Dcsa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 53 huruf b adalah tcnaga sukarela yang dipilih

olch masyarakat dan dilatih untuk penggerak, promotor,

mcnangani masalah-masalah keschatan pcrscorangan

maupun masyarakat serta untuk bckcija dalam hubungan yang

amat dekat dengan tcmpat-tcmpat pemberian pclayanan

keschatan di dcsa;

(3) 5 (lima) Paket Layanan Pencegahan Stunting sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 53 huruf c adalah kegiatan-kegiatan

intervensi gizi spesifik dan intcrvcnsi gizi sensitif berskala dcsa

dengan sasaran rumah tangga 1000 HPK dikelompokkan dalam 5

(lima) paket layanan pencegahan stunting yang mcncakup:

a. Layanan Keschatan Ibudan Anak;

b. Layanan Konscling Gizi Terpadu;

c. Layanan Air Bersih dan Sanitasi;

d. Layanan Pcrlindungan Sosial; dan

c. Layanan Pcndidikan Anak Usia Dini (PAUD).

(4) Rembuk Stunting Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53

huruf d adalah forum musyawarah masyarakat desa, pemerintah

dcsa, BPD, dan para pegiat pcmbcrdayaan masyarakat dan pelaku

pembangunan desa untuk membahas permasalahan stunting di

desa serta upaya pencegahan dan penanganan nya.

(5) Pencatatan dan Pelaporan Stunting mclalui Aplikasi Digital

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e adalah kegiatan

pencatatan dan pelaporan data terkait stunting di desa yang

dilakukan melalui aplikasi berbasis digital oleh Kader Keschatan

Masyarakat Dcsa.
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(6) Kegiatan lainnya scsuai dcngan Kewenangan Dcsa scbagairaana

dimaksud dalam Pasal 53 huruf f adalah penyelenggaraan kcgiatan

terkait stunting lainnya yang sesuai dcngan kewenangan lokal

berskala desa dan diselcnggarakan dalam rangka mengoptimalkan

pencapaian basil tcrhadap upaya pencegahan dan penanganan

stunting di dcsa.

Pasal 55

(1) Penyelenggaraan kcgiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53

mengacu kepada pedoman atau petunjuk teknis pclaksanaan

masing-masing kegiatan yang ditcrbitkan olch Kementerian/
Lembaga, Pemerintah Provinsi Aceh, dan Pcmerintah Kabuptcn.

(2) Penyelenggaraan kcgiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53

dikoordinasikan Pcmerintah Desa dengan Organisasi Perangkat

Dacrah yang mcmbidangi pcmbcrdayaan masyarakat dan dcsa,

Organisasi Perangkat Dacrah yang mcmbidangi kesehatan dan

lainnya yang terkait stunting, Tenaga Ahli Program Pcmbangunan

dan Pcmberdayaan Masyarakat Desa, Pcndamping Desa, dan

Pendamping Lokal Dcsa;

(3) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berkewajiban memberikan pembinaan dan pendampingan kepada

PemerintahDesa dalam penyelenggaraan kegiatan stuntingdi desa.

Pasal 56

Pencegahan dan penanganan stunting ditingkat dcsa diatur lebih lanjut

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tcntang Pcran Dcsa dalam

Pencegahan dan Penanganan Stunting berdasarkan Kewenangan Lokal

Berskala Desa dan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usui Dcsa.

BAB VI

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 57

(1) Pcnclitian dan pengembangan dilakukan guna mencrapkan ilmu

pengetahuan dan tcknologi tepat guna terkait intcrvensi spesifik

dan sensitif dalam rangka mcncntukan intcrvensi yang tepat

pencegahan dan penanganan stunting.

(2) Pcnclitian, pengembangan dan penerapan basil pcnclitian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan

mcmpcrhatikan norma-norma yang bcrlaku dalam masyarakat.
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BAB VII

WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 58

(1) Bupali bervvenang dan bcrtanggungjaunb dalam pcnyclenggnman

pencegahan dan pcnanganan stunting tcrintcgrasi di Kabupaten

Simculue.

(2) Dalam penyelenggaraan wewcnang dan tanggungjawab

sebagaimana dimaksud pada avat (1), Bupali dapat membentuk

Tim Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi

Kabupaten Simeulue.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada avat (2) tcrdiri dari unsur

Organisasi Perangkat Daerahyang tcrkait dengan penyelenggaraan

stuntingdan dapat juga melibatkan unsur organisasi profesi bidang

kesehatan, asosiasi pemerintah desa, organisasi masyarakat,

akademisi, praktisi, pelaku usaha dan stakeholder terkait lainnya.

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada avat (2) bertugas:

a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program,

lintas sektor, dan lintas pelaku dalam upaya pencegahan dan

penanganan stunting-,

b. mengkaji dan menganalisis permasalahan stunting dan

perbaikan gizi di Kabupaten Simeulue;

c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program

pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Simeulue;

d. melaksanakan mapping (pemetaan) peran lintas sektor terkait

dengan pencegahan dan penanganan stunting-,

e. melaksanakan dan mengalokasikan program pencegahan dan

penanganan stunting di Kabupaten Simeulue dalam bentuk

kegiatan-kegiatan yang berkclanjutan;

f. monitoring dan mengevaluasi program pencegahan dan

penanganan stunting di Kabupaten Simeulue;

g. mengkoordinasikan kecamatan dan pemerintah desa dalam

menyelenggarakan intcrvcnsi prioritas, dan mcngoptimalkan

sumbcr daya, sumber dana, dan pemutakhiran data;

h. mcnsosialisasikan program pencegahan dan penanganan

stunting di Kabupaten Simeulue kepada kecamatan dandesa;

i. membcrikan rekomendasi kepada Bupati tentang perencanaan

dan pelaksanaan upaya pencegahan stunting di Kabupaten

Simculue; dan

j. menvampaikan laporan secara bcrkala kepada Bupati.
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(5) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat

ditambahkan sesuai dengan kebutuhan.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 59

ll) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya

dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan

masyarakat, sesuai dengan kctcntuan dalam Pcraturan Bupati ini.

(2) Masyarakat dapat menvampaikan permasalahan, masukan dan

atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal di bidang

kesehatan, gizi, temiasuk pengasuhan.

(3) Pemerintah Kabupaten membina, mendorong dan menggerakkan

swadava masyarakat di bidang gizi dan pencegahan dan

penanganan stunting agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.

BAB LX

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 60

(1) Setiap tenaga/ kader kesehatan dan fasilitas pelayanan Kesehatan

tingkat kabupaten dan desa harus melaksanakan pencatatan dan

pelaporan pencegahan dan penanganan stunting secara beijenjang.

(2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada avat (1)

dapat dilakukan tanpa atau dengan aplikasi.

(3) Pemerintah Kabupaten dan Desa mendorong tenaga/ kader

kesehatan ditingkat kabupaten dan desa dalam melakukan

pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Masyarakat umum dapat melaporkan terkait indikasi stuntingyang

ada di lingkungan tempat tinggal.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 6 1

Pendanaan bagi pelaksanaan upaya pencegahan dan penanganan

stunting terintegrasi bersumber dari Anggaran Pcndapatan dan Belanja

Kabupaten (APBK), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

dan sumber-sumbcr lain yang salt dan tidak mengikat sesuai dengan

ketentuan pcraturan perundang-undanganyang berlaku.
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BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

1) Dalam hal pcmcrintah dcsa telah menetapkan Rcncana Kcija

Pcmcrintah Dcsa (RKP Dcsa) Tahun 2021 tctapi bclum mcmuat

substansi pcnccgahan dan penanganan stunting, dapat

mcncantumkan kcgiatan tcrscbut dalam Anggaran Pcndapatan

dan Bclanja Dcsa (APBDcsa) Tahun 2021.

2) Pcncantuman kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaksanakan mclalui vcrifikasi kecamatan serta memperoleh

persetujuan/ rekomendasi Bupati melalui Organisasi Perangkat

Dacrah yang membidangi pembcrdayaan masyarakat dan dcsa.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengctahuinya, memcrintahkan pcngundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Simculuc.

Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 16 Desember 2020 M

01Jumadil Awal 1442 H

,TI SIMEULUE,

Diundangkan di Sinabang
Pada tanggal 16 Dcscmbcr 2020 M

01 Jumadil Awal 1442 H

D SEKRETARIS DAERAH
,2f KABUPATEN SIMEULUjKK/

AHMADLYAH

BERITA DAERAIIKABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2020 NOMOR 48
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